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BAB III 

PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

           Berdasarkan analisis diatas maka dapat disimpulkan bahwa :  

1. Proses penyadapan BNN dalam penuntasan tindak pidana 

narkotika diawali : 

 a.  Pencarian bukti permulaan yang didapat dari informasi 

masyarakat maupun informasi tersangka lain yang telah 

tertangkap sebelumnya. 

b. Setelah ada bukti permulaan yang cukup, BNN segera 

mengajukan ijin penyadapan kepada Kepala Pengadilan dan 

dilanjutkan dengan pelacakan transmisi untuk pengumpulan 

data. 

c. Data yang dikumpulkan oleh BNN digunakan sebagai bukti 

di pengadilan tentang keterlibatan seseorang dalam tindak 

pidana narkotika. Data di persidangan berupa hard copy 

berbentuk kaset rekaman pembicaraan maupun transkrip 

percakapan. 
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2           Proses penyadapan oleh BNN dalam upaya penuntasan tindak 

pidana narkotika menemukan beberapa hambatan, antara lain : 

a. Hambatan yang bersifat internal yaitu terbatasnya Sumber 

Daya Manusia (SDM) seperti kurangnya jumlah anggota 

BNN, kurangnya keahlian anggota BNN dalam hal 

pengoperasian peralatan yang digunakan dalam penyadapan, 

alat – alat yang belum memadai, dan alokasi dana yang 

terbatas untuk memperbaharui peralatan penyadapan yang 

telah ada dengan peralatan yang lebih modern. 

b. Hambatan yang bersifat eksternal yang meliputi informasi 

server yang tidak cepat, peraturan belum memadai, dan juga 

faktor masyarakat berkaitan dengan informasi mengenai 

proses penyadapan.   

B. Saran 

 Pemerintah dan anggota legislatif diharapkan segera 

membuat peraturan tunggal mengenai pengaturan tentang 

penyidikan menggunakan tekhnik penyadapan atau adanya revisi 

KUHAP tentang tata cara penyelidikan maupun penyidikan 

berkaitan dengan penyadapan. Kepastian tentang tata cara 

penyadapan dibutuhkan agar tidak terjadi pro kontra dari berbagai 

elemen masyarakat. Masyarakat secara umum merasa nyaman 

karena diharapkan dengan adanya hukum acara yang jelas 
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mengenai tata cara penyadapan tidak akan terjadi penyalahgunaan 

dalam proses kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh BNN 

sehingga peredaran narkotika dan prekursor narkotika dapat diatasi 

tanpa merasa ada pihak – pihak yang dirugikan haknya.  
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